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LAMPIRAN

Tahap
No Penegakan Pelaku/Terlibat Bukti Wawancara Hasil/Temuan
Hukum
1 Penyelidikan Tim Opsnal Narasumber:  Kompol  David | Identitas awal tersangka Andre Kurniawan sulit
Awal Subdit 3 Tampubolon (Kasubdit 3) | didapatkan karena keterbatasan data seperti
Ditresnarkoba menyampaikan bahwa informasi | nomor telepon, alamat yang tidak jelas, dan
Polda Bengkulu |awal diperoleh dari laporan | penggunaan bahasa daerah yang berbeda.
masyarakat mengenai aktivitas
mencurigakan tersangka.
2 Pengumpulan Tim Opsnal Wawancara dengan anggota tim | Pembuntutan berjalan lambat, lokasi tersangka
Informasi dan Lapangan yang mengatakan bahwa | sulit terlacak, serta nomor telepon tersangka

Pembuntutan

pembuntutan terkendala karena




tersangka sering berpindah lokasi

dan tidak menetap.

sering tidak aktif sehingga tidak dapat

dilakukan pelacakan posisi.

Penangkapan Tim Penindak Keterangan penyidik menyebutkan | Tersangka berhasil diamankan beserta barang
Tersangka Andre Subdit 3 bahwa penangkapan dilakukan | bukti narkotika dan perangkat komunikasi
Kurniawan Ditresnarkoba setelah ditemukannya waktu dan | (handphone).
lokasi yang tepat hasil pengintaian
lanjutan
Penyitaan Barang | Penyidik Subdit 3 | Hasil wawancara penyidik | Barang bukti berupa handphone, percakapan

Bukti

menyebutkan tersangka mencoba
menghapus beberapa data dalam
perangkat telepon sebelum

diamankan

digital, serta bukti transaksi narkotika berhasil

diamankan
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Penyidikan dan | Penyidik Subdit 3 | Penyidik menyampaikan bahwa | HP  berhasil diretas, ditemukan bukti
Pemeriksaan proses  peretasan memerlukan | komunikasi tersangka dengan Marzuki (diduga
Digital waktu, tenaga, serta keahlian | bandar di Lintang) dan bukti transaksi dengan
khusus untuk mengembalikan data | pengguna narkoba lainnya.
yang dihapus tersangka.

Pengembangan | Penyidik Subdit 3 | Penyidik mengungkap bahwa | Teridentifikasi pola distribusi narkotika,
Jaringan Ditresnarkoba informasi yang ditemukan menjadi | hubungan perantara, dan dugaan keterlibatan
Peredaran dasar kuat untuk pengembangan | pelaku lain sebagai jalur pemesanan narkotika.

kasus ke jaringan lebih luas.
Penyusunan Penyidik - Jaksa | Wawancara menyebutkan proses | Berkas perkara dinyatakan lengkap dan

Berkas Perkara

(P-21)

Penuntut Umum

ini tidak menemui hambatan berarti

karena alat bukti sudah lengkap.

siap dilimpahkan untuk proses persidangan.
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